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Tidak Akan Ada
Penggusuran

& Sambungan Hal 13

Menurutnya, pemerintah
akan memberikan batas fi-
sik yang jelas untuk mene-
gaskan bahwa wilayah ter-
sebut masuk sebagai sem-
padan sungai.

. adanya penanda
atau batas fisik yang jelas,
maka masyarakat tidak lagi
membangun bangunan atau
rumah di sempadan sungai.
Hal ini agar fungsi sungai
tidak terganggu,” jelasnya,
Minggu (7/5).

Menurutnya, saat ini ba-
nyak warga yang tidak tahu
garis sempadan sungal ini
dan membangun rumah di
daerah sempadan. Semen-
tara, mengenai jarak sem-
padan, pthaknya akan me-

n}resunlkn.n dengan aturan
yang berlaku.

Dengan menggandeng
BBWSO sebagai instansi
yang memiliki kewenangan
atas sungai, maka nantinya
akan dipetakan jarak terse-
but. Sementara, pemberian
garis batas sempadan akan’
dilakukan bertahap.

Bukan penggusuran

Pihaknya berharap ma-
syarakat dapat memahami.
Jika sudah ada batas sem-
padan yang jelas, maka ti-
dak dilanggar. Pemberian
batas sempadan ini juga
merupakan tindak lanjut
dari Perda Nomor 2 Tahun
2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah yang me-
nyebutkan bahwa sungal
adalah kawasan lindung se-
tempat.

“Pemasangan batas fi-
sik sempadan tidak berarti
akan ada penggusuran. Te-

Iapi pemerintah mgj.n mem-
berikan penanda yang tegas
bahwa daerah tersebut ma-
suk sebagal sempadan su-
ngal. * ujarnya.

Setelah nantinya ada garis
sempadan, maka lahan an-

pun saat ini tengah memulai
dengan sosialisasi ke ma-

Sebelumnya, berdirinya
bangunan di wilayah sem-
padan sungal di kawasan
Sungai Code, Terban, Kota

nya, smhhadanya ta]ut

longsor di sempadan sungai

berpotensi menghambat
proses perbaikan talut. -

Bahkan, BEWSSO dalam

' surat tertanggal 24 Novem-

ber 2016 sempat tidak me-

rekomendasikan adanya
perbaikan. Hal imi karena

ada bangunan yang melang-

Penjabat (Pj) Wali Kota
Yogyakarta, Sulistyo pun
tetap meminta konsep mun-
dur, munggah, madep kali
[M3K) yang dikampanyekan
Pemda DIY bisa diterapkan
jika ada bangunan yang
selama ini berdiri di atas
sempadan sungai. Pena-
taan pun kerap dilakukan
Pemkot setempat dengan
program Kota tanpa kumuh
(KOTAKU),

“Memang seharusnya
ada ruang untuk
sungai yang bisa dilewati.
Pemkot juga melakukan
penataan dengan beberapa
program seperti Kotaku,”
ujamnya. (ais)x

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan
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Segera

Untuk Diketahui
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